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Sinar Mas Grup secara ilegal telah 
membabat hutan dan lahan gambut di 
Kalimantan. Perusahaan ini sendiri sudah 
cukup terkenal akan keterlibatannya 
dalam pembukaan ilegal hutan melalui 
anak perusahaan kertasnya, Asia Pulp 
and Paper (APP).ii  

Laporan terbaru oleh Greenpeace 
menunjukkan bahwa melalui perusahaan 
minyak kelapa sawitnya, Sinar Mas 
terlibat dalam:

 
Tindakan-tindakan ini telah melanggar 
hukum Indonesia serta Prinsip dan 
Kriteria  Roundtable on Sustainable Palm 
Oil (RSPO) dimana beberapa perusa-
haan Sinar Mas menjadi anggotanya.

Namun, belum ada petinggi Sinar Mas 
yang ditahan atas keterlibatan mereka 
dalam deforestasi ilegal.
 

Pembukaan lahan tanpa analisis 
dampak lingkungan
Pembukaan lahan tanpa izin 
pemanfaatan kayu
Pembukaan lahan pada lahan 
gambut yang dalam
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    SIAPAKAH SINAR MAS?
Sinar Mas Grup berkontribusi atas sekitar 10% 
produksi minyak kelapa sawit di Indonesia. Tahun 
2008, mereka menyatakan diri sebagai perusa-
haan perkebunan minyak kelapa sawit terbesar di 
Indonesia dan kedua terbesar di dunia.iii  Akhir 
tahun 2008, perusahaan ini memiliki 392.000 Ha 
perkebunan dengan pembagian 213.000 Ha di 
Sumatera, 165.000 Ha di Kalimantan dan 12.700 
Ha di Papua. Selanjutnya, Sinar Mas mengklaim 
memiliki ‘area lahan terbesar di dunia…,dengan 
1,3 juta hektar area lahan yang tersedia untuk 
ekspansi...’ berlokasi di wilayah hutan lebat di 
Papua dan Kalimantan.iv 

Laporan terbaru Greenpeace ‘’Pembukaan Hutan 
Ilegal dan Greenwash RSPO: Studi Kasus Sinar 
Mas” menitikberatkan pada tindak ilegal dari 
operasi Sinar Mas di Kalimantan, walaupun peru-
sahaan tersebut juga merambah hutan untuk 
kelapa sawit pada beberapa daerah di Indonesia 
seperti di daerah Lereh dekat Jayapura, Papua. 
Perusakan hutan-hutan ini menyumbang dampak 
besar terhadap kehidupan lokal dan keberlang-
sungan pangan, menyebabkan dampak sangat 
buruk terhadap keanekaragaman hayati serta 
menyumbang perubahan iklim global.8 Green-
peace memperkirakan rata-rata emisi tahunan 
yang disebabkan oleh degradasi gambut untuk 
perkebunan minyak kelapa sawit Sinar Mas pada 
satu propinsi (Riau) saja adalah 2,5 juta ton CO2.v  

Perusahaan yang membeli produk minyak kelapa 
sawit dari Sinar Mas termasuk Nestlé, Kraft dan 
Procter & Gamble.vi 

    SINAR MAS: TERLIBAT DALAM 
    PEMBUKAAN ILEGAL HUTAN DI 
    INDONESIA
Menuruti aturan hukum yang berlaku merupakan 
salah satu syarat utama bagi perusahaan 
manapun yang menggunakan klaim “keberlanju-
tan” dalam operasinya. Hal ini juga merupakan 
salah satu prinsip dasar dari RSPO yang menya-
takan: “kepatuhan terhadap hokum dan regulasi 

’

yang diterapkan secara lokal, nasional dan inter-
nasional yang telah diratifikasi”.vii

  
Dalam hukum Indonesia, perusahaan perkebunan 
harus memenuhi beberapa syarat hukum sebelum 
mereka dapat membuka hutan dan menggunakan 
lahan untuk perkebunan kelapa sawit:

Greenpeace telah menyelidiki beberapa perusahaan 
minyak kelapa sawit di bawah grup Sinar Mas di 
Kalimantan Barat dan mendapatkan bukti-bukti 
bahwa Sinar Mas melakukan tindak yang berlawa-
nan dengan syarat-syarat hukum di atas. 

Penyelidikan terbaru Greenpeace menemukan:

Jika perkebunan berada di kawasan hutan, 
perusahaan harus mematuhi peraturan Departe-
men Kehutanan dan meminta serta memiliki Izin 
Pemanfaatan Kayu (IPK) sebelum membuka 
lahan.viii 
Pengembangan lahan tidak diperbolehkan sebe-
lum perusahaan memiliki Izin Usaha Perkebunan 
(IUP) yang sah. Satu syarat untuk memiliki IUP 
adalah penyelesaian dan adanya persetujuan 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 
di Indonesia.ix

Pembukaan ilegal hutan tanpa Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL): PT Agro Lestari 
Mandiri (PT ALM), perusahaan Sinar Mas di 
Ketapang baru memiliki izin AMDAL pada 
Desember 2007 namun telah membuka lahan 
lebih dari dua tahun sebelumnya pada Septem-
ber 2005.
Pembukaan ilegal hutan tanpa Izin Penebangan 
Kayu (IPK): 
Beberapa perusahaan Sinar Mas termasuk PT 
Kartika Prima Cipta, PT Paramitha Internusa 
Pratama dan PT Persada Graha Mandiri telah 
merambah hutan dekat Taman Nasional Danau 
Sentarum di Kalimantan Barat, lahan basah 
internasional di bawah Ramsar Convention. Daftar 
terbaru dari persetujuan IPK (2008) tidak termasuk 
IPK yang diberikan untuk area konsesi tersebut. 

    TUNTUTAN GREENPEACE
Laporan Greenpeace menunjukkan bukti bahwa 
beberapa perkebunan minyak kelapa sawit milik 
Sinar Mas melanggar hukum mengenai kehutanan 
dan lingkungan di Indonesia. 

Pembukaan lahan di tanah gambut yang dalam: 
peta menunjukkan Sinar Mas sedang membuka 
lahan gambut di PT Kartika Prima Cipta. 
Beberapa lahan gambut yang dirambah memiliki 
kedalaman sampai dengan tujuh meter, yang 
bertentangan dengan hukum Indonesia. 

Greenpeace menuntut Sinar Mas untuk segera 
menerapkan moratorium terhadap pembukaan 
hutan dan lahan gambut.
Perusahaan seperti Nestlé harus segera berhenti 
membeli produk dari Sinar Mas.
SBY harus segera menahan semua izin yang 
diberikan untuk perusahaan-perusahaan Sinar 
Mas selama penyelidikan pihak berwajib atas 
tindak ilegal yang dilakukan perusahaan tersebut 
berlangsung. 

Gambar atas : Land clearance in PT. KPC. Sumber: Greenpeace, 14 Februari 2009.

Gambar bawah : Sentarum Lake National Park. Sumber: Greenpeace, Oktober 2008.
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